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PENGAWASAN PEMASARAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL

DAN BATUBARA DI PROVINSI BENGKULU
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optimalisasi pencrimaan negara b
kegiatan usaha pertambangan periu dilakukan pengawasan
secara lebih intensif, sehingga dapat diketahui mineral logam

atau batubara yang diproduksi dan dijual oleh pemegang TUP
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Operasi Produksi dan atau pemegang IUP Operasi Produksi
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Khusus Pengolahan dan atau Pemurnian;
P b. bahwa Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011
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tentang Pengawasan Produksi dan Penjualan Kegiatan Usaha
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nbangan sehingga periu diganti;

tidak ses
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
Bengkuhi tentang Pengawasan Produksi dan Penjualan

ambangan Mineral' dan Batubara di
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan
Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik
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2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
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126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan
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Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2000 Nomeor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik
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. Undang-Undang Nomor 23

Daerah {Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 5587}, sebagaimana telah diubah
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beberapa kali, terakhir den
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L pP 3+~ N1 +onen b - PR SN ~ Wl A+ T 3 mn o TTeon A nem
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

ahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah
{Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 5679);

. Peraturan Pemer Nomor 20 Tahun 1968 tentan

emerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran
Negara Repubiik indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854});

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2009 tentang Tata
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Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4995);
Peratuiran Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentan
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Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan

I

Batubara (Lemnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Repubiik indonesia
Nomor 5111});

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun
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Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara {Lembaran Negara

Republik indonesia Tahun 2010 Nomor 85);
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9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17

Tahun 2010 tentang Tata Cara Penetapan Harga Patokan

Penjualan Mineral dan RBatubaral;
et ~ - by et Y Q Malaea N1
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8C Tahun 2015

11.Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016
h

tentang Pembentukan
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Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu
Tanun 2016 Nomor 8j,
12. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 61 Tahun 2016 tentang

Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi

s : P P |
aerah Provinsi Bengkulu

o

Noreg Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu),

MEMUTUSKAN :

RAN GUBERNUR TENTANG PENGAWASAN PEMASARAN

Menetapkan: PERATU

KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA
DI PROVINSI BENGKULU

BAB

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan
1 Thropen vt b0 Ia T asesaly adalniy D st aty Dty Bl milos shay
i. CCImMerintan paciall aGalail reiicrilitad rioviiisi Dﬁfigtiutu
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Gubernur adalah Gubernur Bengkuiu.

Dinas ESDM adalah Dinas Energi dan Sumber Dayva Mineral

AAAAAA

4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas ESDM

5. Pengawasan Pemasaran adalah segala kegiatan untuk
mengetahul kebenaran, jumlah, maupun kualitas mineral
atau batubara vang dihasilkan, baik melalui pengawasan
administratif maupun pengawasan teknis

6. Usaha pertambangan adalah kegiatan dalam rangka

pengusahaan mineral atau batubara yang melipull tahapan
kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, pengolahan dan
pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta pasca

tamhbango
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Produksi adalah hasil mineral logam atau batubara yang

dihasilkan dari kegiatan usaha pertambangan.

Peniualan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk
! 1 hacil A~ b A eyt P e + < ~ e
menjuas Nasl periamsangan mineral 1ogain daiau batubara

Pengangkutan adalah kegiatan usaha pertambangan untuk
memindahkan mineral logam dan/ atau batubara dari daerah
pertambangan dan/ atau tempat pengolahan dan pemurnian

sampai tempat pen
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susunan kristal yang teratur atau gabungannya yang

membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu

. Batubara adalah endapan senyawa organik karbonat yang
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. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (I P) adalah
izin usaha vang diberikan setelah seiesal pelaksanaan izin

Usaha Pertambangan Eksplorasi untuk melakukan tahapan

keoiatan nf@prqgi nrodiiks:

kegiatan operasi prod
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.luran tetap (landrenil adalah iuran vang dibayvarkan kepada
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negara sebagai imbalan atas kesempatan ekplorasi, study
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5. Penerimaan negara bukan pajak selanjutnya disingkat PNBP

ek
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h seluruh penerimaan Pemerintah Pusat yvang tidak

7. Pengawasan secara administratif adalah keglatan analisa

-

data administrast vang Dberakitan dengan produksi

+ -
pertambangan, termasuk antara lain dokumen laporan
P | o ATy a0 e e s 1o 4 v e r oy P S
produksi, dokumen penjualan atau pemakaian sendiri,

pengapalan dan pengangkutan
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18. Pengawasan secara teknis adalah kegiatan analisa data

teknis berkaitan dengan produksi pertambangan, antara lain

1~1 Anal y bty A ~13 At
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BAB II
PELAKSANAAN PENGAWASAN PEMASARAN
Pasal 2
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termasuk kualitas dan kauntitas serta harga mineral dan
batubara, kewajiban pemenuhan kebutuhan mineral atau

batubara kepentingan dalam negeri, rencana dan realisasi

” 1 . : . )
zontrak pen‘ualan mineral atau batubar 2, biaya penjuaian
vano dilkkehiiarkan perencanaan dan realisas: PNTRT dan hiavs
yaiig ‘ik&ﬁ;ihdl}&ai.l, peiciiCaiiaall Gall 1Caiisas: PNBJ dat slaya

pengolahan dan pemurnian mineral dan/atau batubara.
{2) Pengawasan dilaksanakan oleh Kepala Dinas atau pejabat
vang ditetapkan oleh Gubernur.
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pertambangan berlang
(4) Apabila diperiukan petugas yang melakukan pengawasan
dapat mengambil contoh (sampel] untuk dilakukan analisa

kualitas mineral dan batubara pada lembaga surveyor
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Pasal 3
Hasil pengawasan dibuatkan dalam Berita Acara vang

ditandatangani oleh Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk dan

Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk setelah selesai
melakukan pengawasan harus menyvampaikan laporan  hasil

pengawasan ke Gubernur.
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BAD Iii
FORUM OPTIMALISASI PNBP
Pasal 5

(2) Keanggotaan forum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diusulkan oleh Kepala Dinas dan ditetapkan dalam
Keputusan Gubernur.
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Pasal 6

(1) Pemegang TUP Operasi Produksi Mineral atau Batubara, wajib
menyampaikan laporan pemasaran kepada Gubernur Up.
T tn T am o Aod o B T

a. Bupati/Walikota tempat kegiatan usaha pertambangan
berada.

b. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Kementerian
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Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia.

d. Direktur Penerimaan Mineral dan Batubara Kementerian

. - :
th?‘fm]‘\f\ﬂﬁ‘) & ST tart © *y
H gan Kementerian Aeuan

17 M -3 } ) ¥
s.n.ur dr CAR AR ERR W i.u.ii.éui.x.&.bx,u.

{2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat {1} disampaikan
Setiap Bulan, Triwulan, Semester dan Tahunan vang memuat

Volame Produksi, Data Penjualan, Tonase, Harga .Jual/ muwvoice,

3 1 ;
Anzlisa Kualitas dan Kuantitas, Realisasi Pemenuhan
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BABV

PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN [URAN

Pasal 8
(1) Perusahaan pertambangan wajil menyetorkan iuran
s B I R T T . T N B
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i

perundang-undangan yang berlaku sebelum komoditas

tambang mineral atau batubara berada di atas moda

pengangkutan
(2) Besarnya jumlah iuran produksi/royalti yang menjadi
kewajiban pemcgang [UP scbagaimana dimaksud pada ayat
(1) dihitung oleh perusahaan sesual tarif yang berlaku
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
Pasal 9
Perusahaan pertambangan sebelum melakukan penjualan wajib

menyampaikan rencana penjualan ke Gubernur Bengkuiu
melaiui Dinas ESDM dengan melampirkan paling sedikit, bukti

setor PNBP sesuai peraturan perundangan berlaku, tujuan akhir

(dalam negeri atau luar negeri), kuantitas, kualitas, jenis moda

PR DU T 35 e RARABRS  BREEE P e
angkutan, kontrak penjualan, dan rencana tanggal penjualan

ditembuskan ke Dinas atau Instansi yang terkait.

Segala biaya vyang timbul akibat ditetapkannya Peraturan

Gubernur ini dibebankan pada anggaran Dinas ESDM.

BAR VII
SANKSI

Pasal
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[

Perusahaan pemegang IUP vang tidak memenuhit kewajiban

sebagaimana digtiir dalam Pasal 8 dan Pasal 9 dikenakan sanksi

TIOTY 3 =3 [as ofa =1 ?'!1-’)11‘\1;’\ O IT Ty . AtaA]
penghentian sementara penjualan sesuai prosedur yang berlaku
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BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini
sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih

lanjut oleh Kepala Dinas.

Pasal 13
Pada saat Peraturan Gubernur ini berlaku, Peraturan Gubernur
Bengkulu Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengawasan Produksi
dan Penjualan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan
Batubara di Provinsi Bengkulu dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

Peraturan Gubernur ini mulai Dberlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Provinsi Bengkulu.
Ditetapkan di Bengkulu
pada tanggal 28-12-2018
GUBERNUR BENGKULU,
ttd.
H. ROHIDIN MERSYAH
Diundangkan di Bengkulu
pada tanggal 28-12-2018
SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BENGKULU,
ttd.
NOPIAN ANDUSTI
BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2018 NOMOR 65
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